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BAB I                                                                                                       

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Negara demokratis berarti negara yang memiliki bentuk pemerintahan dari 

rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Indonesia merupakan salah satu negara di 

dunia yang menganut paham demokrasi. Penyelenggaraan pemilihan umum yang 

berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam 

pemerintahan negara yang demokratis Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 19451. 

Dalam perkembangan demokrasi di Indonesia pasca runtuhnya orde baru 

hingga saat ini telah mengembangkan pemikiran dari rakyat untuk 

mengimplementasikan asas kedaulatan rakyat dengan berbagai cara sehingga dalam 

setiap sendi kehidupan bernegara nilai-nilai kedaulatan rakyat selalu menjadi 

jantung yang memompa darah keseluruh tubuh kenegaraan Republik Indonesia, 

selama ini rakyat merasa bahwa kedaulatan mereka hanya terbatas pada partisipasi 

mereka dalam pemilu untuk memilih anggota legislatif yang merupakan 

perwujudan wakil rakyat2, sehingga rakyat menuntut agar peranan rakyat tidak 

hanya terbatas pada lingkup pemilihan legislatif saja melainkan  juga 

                                                           
1 Juirdi, Faijluirraihmain, Hu ikuim Ta itai Negairai Indonesiai (Jaikairtai: Prenaidaimediai Grouip, 

2019), h. 84. 
2 Lili Romli,.Demokra isi Pilka ida i, (Jaikairtai: LIPI. 2007), h. 45 
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lingkup pemilihan lembaga eksekutif mulai dari lingkup eksekutif tertinggi yaitu 

presiden, sampai pemilihan Kapala Daerah.  

Pemilihan Umum (PEMILU) secara langsung oleh rakyat merupakan sarana 

perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang 

demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-

Undang Dasar 1945 dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “Kedaulatan berada 

di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur 

dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilihan Umum 

yang mempunyai integritas, profesionalisme dan akuntabilitas3. 

Akuntabiltas berarti setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan 

Pemilu harus mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya 

kepada publik baik secara politik maupun secara hukum. Bertanggung jawab secara 

politik berarti setiap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu mempunyai 

kewajiban menjelaskan kepada masyarakat fungsinya dan alasan tindakan yang 

diambil. Bertanggung jawab secara hukum berarti setiap pihak yang diduga 

melakukan pelanggaran hukum perihal asas-asas Pemilu yang demokratis wajib 

tunduk pada proses penegakan hukum 

Selain dari itu Undang-Undang Dasar kita menyebut dua (2) prinsip yang 

menjiwai naskah itu dan yang dicantumkan dalam penjelasan mengenai Sistem 

Pemerintahan, suatu Negara. yaitu: 1) Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas 

                                                           
3 Suihairizail,  Pilkaidai Regu ilaisi, Dinaimikai, dain Konsep Mendaitaing (Jaika irtai. PT. Raijai 

Gra ifindo Persaidai. 2016) 



3 
 

  
 

hukum (Rechstaat). Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechstaat), tidak 

berdasarkan kekuasaan belaka (Machstaat) dan 2) Sistem Konstitusionil. 

Pemerintahan berdasarkan atas Sistem Konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat 

Absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Berdasarkan 2 istilah Rechstaat dan 

sistem konstitusi, maka jelaslah bahwa demokrasi yang menjadi dasar dari Undang-

Undang Dasar 1945, ialah demokrasi konstitusionil. Di samping itu corak khas 

demokrasi Indonesia, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 

dalam permusyawaratan perwakilan, dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang 

Dasar 1945.  

Demikian demokrasi Indonesia mengandung arti di samping nilai umum, 

dituntut nilai-nilai khusus seperti nilai-nilai yang memberikan pedoman tingkah 

laku manusia Indonesia dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, 

sesama manusia. Tanah air dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah 

dan masyarakat, usaha dan manusia dalam mengolah lingkungan hidup. Pada 

kebanyakan Negara demokrasi, Pemilihan Umum dianggap lambang, sekaligus 

tolak ukur, dari demokrasi itu. Hasil Pemilihan Umum yang diselenggarakan dalam 

suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan berserikat, dianggap 

mencerminkan partisipasi serta aspirasi masyarakat4.  

Pemilihan Umum merupakan sebuah agenda nasional di Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang dilaksanakan satu kali dalam lima tahun, sekaligus 

sebagai implementasi dari amanat Undang-undang Dasar 1945. Untuk pelaksanaan 

                                                           
4 Miriaim Buidiairjo. Daisair-Daisa ir Ilmui Politik. (PT Graimedia i Puistaikai Uta imai. Jaikairtai 

2018),h.65 
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Pemilihan Umum tersebut Pemerintah Republik Indonesia membentuk suatu 

lembaga yang disebut dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga 

penyelenggara Pemilihan Umum bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum 

(BAWASLU) Republik Indonesia yang ditetapkan melalui Undang-Undang 

tentang Pemilihan Umum. 

Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum tersebut berkedudukan di pusat, 

Provinsi, serta di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Sementara untuk 

melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum dilakukan 

oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk tingkat pusat, Panitia Pengawas 

Pemilu Provinsi untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum di Provinsi dan Panitia 

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pelaksanaan Pengawasan 

penyelenggaraan Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten/Kota. Melalui Pemilihan 

Umum rakyat dapat menentukan sikap politiknya untuk tetap percaya pada 

pemerintah lama atau menggantikannya dengan yang baru. Dengan kata lain 

Pemilihan Umum merupakan sarana penting dalam mempromosikan dan meminta 

akuntabilitas dari pejabat publik. Melalui Pemilihan Umum diharapkan proses 

politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan baru yang sah, 

demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat. 

Pemilihan umum legislatif di Indonesia memiliki signifikansi yang 

fundamental dalam konteks demokrasi dan pemerintahan yang baik. Melalui proses 

ini, warga negara memiliki kesempatan untuk memilih wakil mereka di parlemen, 

seperti DPR, DPD, dan DPRD, yang akan menjadi suara mereka dalam 

pengambilan keputusan politik. Representasi ini tidak hanya penting untuk 
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memastikan adanya keseimbangan kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan 

(eksekutif, legislatif, dan yudikatif),5 tetapi juga untuk memperkuat legitimasi 

demokrasi dengan memungkinkan partisipasi aktif warga dalam proses politik. 

Selain itu, pemilihan legislatif memainkan peran krusial dalam mewujudkan 

kontrol terhadap pemerintah, memastikan akuntabilitas, dan memperjuangkan 

kepentingan berbagai kelompok masyarakat. Ini juga merupakan sarana penting 

untuk pendidikan politik, meningkatkan kesadaran akan sistem politik, dan 

menggalang partisipasi aktif dalam membangun masa depan negara secara kolektif. 

Dengan demikian, pemilihan legislatif bukan sekadar rutinitas pemilihan 

perwakilan, melainkan pondasi utama bagi demokrasi yang inklusif dan berdaya 

saing di Indonesia.6 

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana 

perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang 

demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. 

Undang-Undang Dasar Neigara Reipublik Indoneisia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat 

(2) meinyatakan bahwa “ke idaulatan beirada ditangan rakyat dan dilaksanakan 

meinurut Undang-Undang Dasar” 

Manifeistasi dari keidaulatan rakyat dapat dilihat dari partisipasi rakyat dalam 

peimilihan umum dan keiteirlibatan dalam partai politik. Adanya partai  politik, maka 

deingan seindirinya pasti ada pe imilihan umum baik pe imilihan umum le igislatif, 

peimilihan umum preisidein dan wakil preisidein, maupun peimilihan umum ke ipala 

                                                           
5 Mirria im Buidrjo.” Ilmui Politik”.( Jaikairtai: Graimediai Puistaikai.2008), 95. 
6 Zuilkifri Suilaiemain, “Demokra iri Untuik Indonesiaiz: Pemikira in Politik Bu ing Ha ittai”, 

(Jaikairtai: Kompa is, 2020), 12. 
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daeirah/pilkada. Peinyeileinggara peimilu diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 15 

tahun 2011. Keibeirhasilan peinyeileinggaraan peimilu di Indoneisia, sangat teirgantung 

pada kineirja peinyeileingara peimilu dalam hal ini Komisi Pe imilihan Umum (KPU) 

seilaku peilaksana dan Panitia Pe ingawas Peimilihan Umum (Bawaslu) se ibagai 

leimbaga peingawasan yang me ingawasi jalannya tahapan peilaksanaan Peimilu.  

Panwaslu me irupakan leimbaga yang dibe iri mandat untuk meingawasi 

jalannya peimilihan umum agar se isuai deingan undang-undang. Dalam konte iks 

deimokrasi modeirn, Panwaslu beirfungsi untuk meimastikan peimilihan beirlangsung 

jujur, adil, dan se isuai deingan peiraturan. Namun, dari peirspeiktif Fiqih Siyasah, 

peingawasan teirhadap jalannya peimilihan meimiliki implikasi yang leibih meindalam 

kareina meilibatkan prinsip-prinsip syariah dalam me injaga keiadilan dan maslahah 

umum (keipeintingan masyarakat). 

   Oleih kareina itu salah satu peirsyaratan peinting dalam peinyeileinggaraan 

peimilihan umum neigara deimokrasi adalah peinyeileinggara Peimilihan Umum 

dilaksanakan ole ih leimbaga yang mandiri dari pe imeirintah7. Leimbaga ini dibe intuk 

untuk meimpeirkuat pilar deimokrasi dan meiminimalisir teirjadinya keicurangan 

dalam peimilihan. Ciri-ciri utama dari peirsonil peingawasan peimilihan yang 

indeipeindein atau mandiri dibe intuk beirdasarkan peirintah konstitusi atau undang-

undang; 2) Tidak mudah diinte irveinsi oleih keipeintingan politik te irteintu, 3) 

Beirtanggung jawab ke ipada peimeirintah, 4) Meinjalankan tugas seisuai deingan 

                                                           
7 Ahma id Na idir. Pilkaidai Laingsu ing da in Maisa i Depain Demokra isi di Indonesiai. (Averroes 

Press. Ma ilaing. 2015), h.14 
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tahapan peimilu, 5) Meimiliki inteigritas dan moralitas yang baik dan, 6) Me imahami 

tata cara peinyeileinggara Peimilu.  

Panitia Pe ingawas Peimilihan Umum tidak hanya be irtanggung jawab 

teirhadap peimbeintukan peimeirintah yang deimokratis, teitapi juga ikut adil dalam 

meimbuat rakyat me imilih kandidat yang meireika anggap mampu, dalam hal te irseibut 

seijauh ini masih banyak yang me iyakini Peimilu bisa beirjalan deimokratis jika ada 

peingawasan yang dilakukan se icara teirbuka, jujur dan adil. Untuk me inciptakan 

Peimilihan Umum yang be irsih dipeirlukan peingawasan yang eifeiktif, Efeiktifitas 

peingawasan Peimilihan Umum dite intukan oleih para peingawas dalam me imahami 

dan meingeirti bagaimana proseis peingawasan itu dijalankan deingan baik8.  

Adapun beintuk Peingawasan Peimilu adalah keigiatan untuk me ingamati, 

meingkaji, meimeiriksa dan meinilai proseis peinyeileinggaraan peista deimokrasi atau 

peimilu seisuai deingan peiraturan peirundang-undangan yang beirlaku seisuai deingan 

Undang- undang No 7 Tahun 2017 Te intang Peimiilihan Umum. Peilaksanaan 

Peingawasan Peimilu beirpeidoman keipada asas, mandiri, jujur, adil, ke ipastian 

hukum, teirtib peinyeileinggaraan, keipeintingan umum, keiteirbukaan, proposional, 

akuntabilitas, eifeiktif dan eifisiein. Dan Peilaksanaan Peingawasan Peimilu Leigislatif 

dilaksanakan ole ih Panwaslu Kabupatein/Kota, Panitia Pe ingawas Keicamatan, dan 

Peingawas Peimilu Lapangan. De ingan deimikian Panwaslu me irupakan pilar inti 

dalam peinyeileinggaraan Peimilihan Umum, kareina Peimilihan Umum yang jujur, 

adil, dan deimokratis sangat te irgantung pada se ijauh mana Panitia Pe ingawas 

                                                           
8 Topo Saintos,  Huikuim dain Proses Demokraisi. (Kemitra iain. Ja ikairtai: 2017),h.33 
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Peimilihan Umum beikeirja deingan baik dan me injamin Peimilihan Umum 

beirlangsung seicara deimokratis. 

 Keibeiradaan panwas peimilihan leigislatif me irupakan hal peinting dalam 

meineintukan keibeirhasilan peilaksanaan Peimilihan Umum agar se isuai deingan 

keiteintuan yang diatur dalam pe iraturan peirundang- undangan. Akan te itapi dalam 

keinyatannya, posisi Panwas pe imilihan meinjadi tidak maksimal akibat te irbatasnya 

keiweinangan yang dimiliki. Panwas pe imilihan ceindeirung hanya be irtugas 

meingawasi, meilaporkan atau me imbeiri reikomeindasi teirhadap seitiap peilanggaran 

yang diteimui keipada insatansi lain. Hal ini te intu saja meinyeibabkan kineirja Panwas 

Peimilihan dinilai tidak e ifeiktif. Panwas peimilihan seipeirti leimbaga yang tidak 

meimpunyai ‘taring’ dalam me ilakukan peingawasan dan peinindakan peilanggaran 

dalam Peimilihan Umum seicara langsung.  

Peilanggaran dalam Pe imilihan Umum teirbagi meinjadi eimpat, yaitu 

peilanggaran administrasi, pidana, kode i eitik, dan seingkeita peimilihan se ibagaimana 

yang diatur dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Ke ieimpat 

peilanggaran teirseibut meinjadi keiweinangan Panwas untuk me ingawasinya dan 

meinindaklanjutinya. Akan te itapi, Undang-Undang Peimilihan Umum tidak 

meimbeirikan keiweinangan leibih keipada Panwas Peimilihan untuk me inyeileisaikan 

peilanggaran-peilanggaran te irseibut seicara maksimal, keicuali dalam hal peilanggaran 

seingkeita peimilihan. 

Seilain teirdapat leimbaga Peinyeileinggara Peimilu seicara teiknis, teirdapat pula 

leimbaga Peingawas Peimilu seibagai satu keisatuan peinyeileinggara Peimilu. Leimbaga 
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Peingawas Peimilu itu dibe iri nama Bawaslu. Pasal 93 UU No. 7 Tahun 2017, 

meinyatakan bahwa pasal 93 Bawaslu be irtugas a. Meinyusun standar tata laksana 

peingawasan Peinyeileinggaraan Peimilu untuk peingawas Peimilu di seitiap tingkatan; 

b. Meilakukan peinceigahan dan peinindakan teirhadap : 1. Peilanggaran Peimilu; dan 

2. Seingkeita proseis Peimilu;  c. Meingawasi peirsiapan Peinyeileinggaraan Peimilu, yang 

teirdiri atas : 1. Peireincanaan dan peineitapan jadwal tahapan Peimilu; 2. Peireinanaan 

peingadaan logistic ole ih KPU; 3. Sosialisasi Pe inyeileinggaraan Peimilu; dan 4. 

Peilaksanaan peirsiapan lainnya dalam pe inyeileinggaraan Peimilu seisuai deingan 

keiteintuan peiraturan peirundang- undangan; d. Meingawasi peilaksanaan tahapan 

peinyeileinggaraan Peimilu, yang te irdiri atas : 1. Pe imutakhiran data peimilih dan 

peineitapan daftar peimilihseimeintara seirta daftar peimilih teitap; 2. Peinataan dan 

peineitapan daeirah Peimilihan DPRDKabupatein/Kota; 3. Peineitapan peiseirta Peimilu; 

4. Peincalonan sampai deingan peineitapan pasangan calon, calonanggota DPR, calon 

anggota DPD, dan calon anggota DPRD se isuai deingan keiteintuan peiraturan 

peirundang-undangan; 5. Peilaksanaan kampanyei dan dana kampanyei; 6. Peingadaan 

logistik Peimilu dan peindistribusiannya; 7. Pe ilaksanaan peimungutan suara dan 

peinghitungan suara hasilPe imilu di TPS; 8. Peirgeirakan surat suara, be irita acara 

peinghitungan suara, dan se irtifikat hasil peinghitungan suara dari tingkat TPS sampai 

kei PPK; 9. Reikapitulasi hasil peinghitungan peiroleihan suara di PPK, 

KPUKabupatein/Kota, KPU Provinsi, dan KPU; 10. Pe ilaksanaan peinghitungan dan 

peimungutan suara ulang,Pe imilu lanjutan, dan Peimilu susulan; dan 11. Pe ineitapan 

hasil Peimilu; ei. Meinceigah teirjadinya praktik politik uang;  f. Me ingawasi neitralitas 

aparatur sipil neigara, neitralitas anggota Teintara Nasional Indoneisia, dan neitralitas 
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anggota KeipolisianReipublik Indoneisia; g. Meingawsi peilaksanaan 

putusan/keiputusan, yang te irdiri atas: 1. Putusan DKPP; 2. Putusan peingadilan 

meingeinai peilanggaran dan se ingkeita Peimilu; 3. Keiputusan KPU, KPU Provinsi, 

KPU Kabupatein/Kota; dan 4. Keiputusan peijabat yang beirweinang atas peilanggaran 

neitralitas apparatur sipil neigara, neitralitas anggota Teintara Nasional Indoneisia, dan 

neitralitas anggota Keipolisian Reipublik Indoneisia. h.Meinyampaikan dugaan 

peilanggaran kodei eitik peinyeileinggara Peimilu keipada DKPP;  i. Meinyampaikan 

dugaan tindak pidana Pe imilu keipada Gakkumdu; j. Me ingeilola, meimeilihara, dan 

meirawat arsip seirta meilaksanakan peinyusutannya be irdasarkan jadwal reiteinsi arsip 

seisuai deingan keiteintuan peiraturan peirundang-undangan; k. Me ingeivaluasi 

peingawasan Peimilu; l. Meingawasi peilaksanaan Peiraturan KPU; m. Me ilaksanakan 

tugas lain seisuai deingan keiteintuan peiraturan peirundang-undangan. 

Sama halnya de ingan KPU, Bawaslu juga te irdiri atas Bawaslu, Bawaslu 

Provinsi, Bawaslu Kabupate in/Kota, Panwaslu Keicamatan, Panwaslu 

Keilurahan/Deisa, Panwaslu LN, dan Pe ingawas TPS. Dan tugas dan ke iweinangan 

masing-masing seisuai deingan ruang lingkup wilayahnya. Se ilain keidua leimbaga di 

atas seibagai ujung tombak pe inyeileinggaraan Peimilu teirdapat pula satu le imbaga 

yang seicara konstitusional diamanahkan se ibagai leimbaga peinyeileinggara Peimilu 

deingan peiran meinjaga keihormatan peinyeileinggara Peimilu deingan tugas me imutus 

dan meimeiriksa teirhadap dugaan peilanggaran kodei eitik peinyeileinggara Peimilu. 

Beirdasarkan Pasal 159 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017, diuraikan se icara 

eiksplisit tugas dari DKPP : Pasal 159 (1) DKPP be irtugas: a. Meineirima aduan 

dan/atau laporan dugaan adanya pe ilanggaran kodei eitik yang dilakukan oleih 
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Peinyeileinggara Peimilu; dan b. Meilakukan Peinyeilidikan dan veirifikasi, seirta 

peimeiriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pe ilanggaran kodei eitik 

yang dilakukan ole ih Peinyeileinggara Peimilu.  

Untuk meinjaga keimandirian, inteigritas, kreidibilitas peinyeileinggara Peimilu 

hingga pada tingkatan bawah4 maka DKPP dapat me imbeintuk tim Peimeiriksa 

Daeirah di seitiap Provinsi yang beirsifat ad hoc9. 

Tim Peimeiriksa Daeirah teirdiri atas unsur DKPP, KPU Provinsi, Bawaslu 

Provinsi dan unsur masyarakat se isuai keibutuhan. Adapun keiweinangan dari Tim 

Peimeiriksa Daeirah seisuai deingan Pasal 459 Ayat (2) dan Ayat (3) UU 7 Tahun 2017 

yang diuraikan se ibagai beirikut: Pasal 459 (2) Tim pe imeiriksa daeirah seibagaimana 

dimaksud pada ayat (1) me impunyai keiweinangan meimeiriksa peilanggaran kodei eitik 

yang dilakukan ole ih KPU Provinsi, KPU Kabupate in/Kota, Bawaslu Provinsi, dan 

Bawaslu Kabupate in/Kota. (3) Tim peimeiriksa daeirah seibagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meimpunyai keiweinangan meimeiriksa dan dapat meimutus peilanggaran kodei 

eitik yang dilakukan ole ih PPK, PPS, KPPS, Panwaslu Ke icamatan, Panwaslu 

Deisa/Keilurahan, dan PeingawasTPS. 

Keitiga le imbaga teirseibut yang diamanahkan se icara atribusi ole ih produk 

leigislasi untuk beirtanggungjawab teirwujudnya manifeistasi keidaulatan rakyat 

seisuai deingan konstitusi. Hanya saja, di dalam prose is peilaksanaan masing-masing 

tugas dan fungsi ke ileimbagaan teirseibut teirdapat peirsinggungan keiweinangan salah 

                                                           
9 Paisail 164 UU 7 Taihuin 2017 
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satunya teirkait deingan keiweinangan dalam proseis peinanganan peilanggaran kodei 

eitik peinyeileinggara Peimilu khususnya peinyeileinggara Peimilu adhoc. 

 Deingan adanya pe ilimpahan keiweinangan teirseibut, justru dapat 

meinimbulkan keitidakpastian hukum dikareinakan teirdapat peirteintangan aturan 

seicara horizontal antara Pasal 459 ayat (3) UU 7 Tahun 2017 de ingan Peiraturan 

DKPP No. 3 Tahun 2017 se ibagaimana teilah diubah beibeirapa kali teirakhir meilalui 

Peiraturan DKPP No. 1 Tahun 2021, Se irta keiweinangan yang dilimpahkan oleih 

DKPP keipada Bawaslu Kabupate in/Kota justru keimudian peimeiriksaannya beirsifat 

teirtutup dan sangat reintan pula teirjadinya conflict of inteireist (Konflik 

Keipeintingan), dikareinakan Bawaslu Kabupate in/Kota meimiliki hubungan hirarkis 

deingan Peingawas Peimilu ad hoc 7 seihingga Bawaslu Kabupate in/Kota yang 

meimiliki tugas untuk me ilakukan peimbimbingan dan supe irvisi teirhadap peingawas 

Peimilu adhoc justru beirpoteinsi tidak me imbeirikan putusan yang be irkeiadilan 

teirhadap peilanggaran kodei eitik yang dilakukan oleih peingawas Peimilu ad hoc10. 

Oleih kareina itu, deingan peirmasalahan teirseibut seisungguhnya masih 

teirdapat beibeirapa alteirnatif untuk meilakukan peingaturan dan deisain keiweinangan 

maupun keileimbagaan peinanganan peilanggaran kodei eitik khususnya pada tingkat 

adhoc dikareinakan jika ditinjau e iksisteinsi DKPP pada pe irkeimbangannya se imakin 

beirtransformasi meinjadi seibuah leimbaga peiradilan eitik yang teirbuka dalam rangka 

meimbangun keipeircayaan di masyarakat te irhadap peinyeileinggara Peimilu. 

                                                           
10 Nuiraini, R. A.. "Aspek Hu ikuim Pengaiwaisain Pemilui di Indonesiai: Perspektif 

Kewena ingain da in Kode Etik". (Bainduing: Alfa ibeta i, 2020), h. 32 
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  Peilanggaran administratif harus dite iruskan keipada KPU untuk 

diseileisaikan. Tindak pidana peimilu harus dite iruskan keipada peinyidik Polri guna 

diproseis untuk seilanjutnya akan dise irahkan keipada jaksa peinuntut umum11. 

Seimeintara peilanggaran kodei eitik harus dise irahkan kei Deiwan Keihormatan 

Peinyeileinggaraan Peimilu (DKPP). Akan te itapi, tidak ada jaminan atau pe ingaturan 

yang meinunjukkan adanya sanksi ke ipada leimbaga lain apabila tidak 

meinindaklanjuti reikomeindasi Panwas Peimilihan. 

Keileimahan panwaslu te irleitak pada keitidakmampuan dalam 

meinindaklanjuti peilanggaran yang dilaporkan oleih masyarakat. Teirlihat bahwa 

Panwaslu tidak me imiliki daya eikseikusi yang kuat dalam me inangani laporan 

peilanggaran12. Peiranan Panwas peimilihan seipeirti ‘tukang leirai seingkeita’ atau 

‘tukang pos laporan pe ilanggaran’ yang tidak me impunyai keikuatan. Hal ini te intu 

saja akan beirdampak luas te irhadap keibeirhasilan Peimilihan Umum yang 

diseileinggarakan seicara langsung dan se ireintak Pasangan calon dan/atau tim 

kampanyei pasangan calon dapat saja de ingan leiluasa meilakukan peilanggaran 

meingingat ‘keitumpulan’ keiweinangan yang dimiliki ole ih Panwas Peimilihan. Oleih 

kareina itu, peirlu adanya pe inguatan keiweinangan Panwas Peimilihan dalam 

meinyeileisaikan peilanggaran Peimilihan di Indoneisia. 

Saat ini, de ingan beirbagai peirsoalan yang makin komple iks, keileimbagaan 

peingawasan Peimilu masih butuh peinguatan. Peinguatan itu makin teirasa dibutuhkan 

                                                           
11 Topo Sa intoso dain Didik Suipriya into, Mengaiwa isi  Pemilu i Mengaiwail Demokraisi, (Jaikairtai, 

PT Ra ijaiGraifindo Persaidai, 2016) h. 68. 

12 Nuir Hidaiyait Sairdini, Restoraisi Penyelenggairaiain Pemilui di Indonesiai, Yogya ikairtai, Faijair 

Media i Press, h. 33    
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bila dikaji dari se ijumlah aspeik. Beirdasarkan aspeik keileimbagaan, Bawaslu be ilum 

meimiliki daya paksa atas putusan yang dike iluarkan. Putusan Bawaslu de ingan 

deimikian poteinsi untuk diabaikan. Ini teintu dapat meimiliki implikasi hukum se ipeirti 

beirdampak pada keipastian hukum. 

Peinulis, yang juga me irupakan salah satu peinyeileinggara peimilihan umum di 

tingkat deisa/keilurahan. Peirtama kali meingeitahui adanya dugaan tindakan tidak 

neitral dari anggota Panitia Peimungutan Suara (PPS) seiteilah meineirima laporan dari 

beibeirapa warga se iteimpat. Warga teirseibut, yang meinggunakan inisial A, 

meinginformasikan bahwa me ireika meilihat anggota PPS, yang be irinisial L, 

beirinteiraksi deingan tim sukseis dari salah satu pasangan calon (paslon) de ingan cara 

yang meincurigakan. Se ibagai bagian dari peinyeileinggara peimilu, peinulis me irasa 

peinting untuk meinyeilidiki leibih lanjut informasi ini deimi meimastikan proseis 

peimilu teitap beirjalan seicara adil dan transparan. Pe inulis keimudian meilakukan 

peingamatan di beibeirapa titik di deisa/keilurahan dan meineimukan bahwa be ibeirapa 

warga, yang meinggunakan inisial K dan H, meingaku meineirima seijumlah uang dari 

anggota PPS L, yang diduga me irupakan titipan dari tim partai paslon te irteintu. Uang 

teirseibut dibeirikan deingan tujuan agar masyarakat me imilih paslon yang 

beirsangkutan. 

Hal ini muncul ke itika peinulis beirkeiseimpatan untuk meingonfirmasi dugaan 

teirseibut deingan beibeirapa peingawas tingkat deisa, yang meinggunakan inisial M dan 

F. Meireika meingungkapkan bahwa keijadian seimacam ini sudah meinjadi "rahasia 

umum" di kalangan meireika, yang meinunjukkan bahwa peilanggaran kodei eitik oleih 

anggota PPS L yang me imihak salah satu paslon sudah dike itahui banyak pihak, 
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namun tidak ada langkah konkreit untuk meinanganinya. Tindakan seimacam ini jeilas 

beirteintangan deingan kodei eitik peinyeileinggara peimilu, yang meingharuskan me ireika 

untuk meinjaga sikap neitral dan indeipeindein, seirta tidak teirlibat dalam keigiatan 

kampanyei atau meineirima imbalan yang dapat me impeingaruhi pilihan masyarakat. 

Peilanggaran ini beirpoteinsi meirusak inteigritas peinyeileinggara peimilu dan 

meingurangi keipeircayaan publik teirhadap keiadilan dalam peilaksanaan peimilu. 

 Peineilitian ini juga be irtujuan untuk meingideintifikasi faktor-faktor yang 

meindasari peilanggaran te irseibut seirta dampaknya te irhadap peirseipsi masyarakat 

teirhadap kualitas peimilu. Seiteilah meingumpulkan bukti dan ke iteirangan yang 

meimadai, peinulis meirasa peirlu untuk meineiliti teimuan ini keipada Panitia Peingawas 

Keicamatan atau di singkat de ingan PANWASCAM se iteimpat agar dapat dilakukan 

peinyeilidikan leibih lanjut. Deingan deimikian, peineilitian ini diharapkan dapat 

meimbeirikan kontribusi positif dalam me iningkatkan meikanismei peingawasan dan 

peineigakan kodei eitik di tingkat lokal, deimi teirciptanya peimilu yang le ibih adil dan 

transparan. 

Seiteilah meilakukan wawancara deingan salah satu anggota Panitia Pe ingawas 

Keicamatan (Panwascam), pe inulis meimpeiroleih keiteirangan bahwa laporan te irkait 

dugaan keitidakneitralan peingawas tingkat deisa teirseibut beilum diteirima oleih pihak 

Panwascam. Meinurut anggota Panwascam yang diwawancarai, hal te irseibut 

meirupakan keiweinangan peingawas tingkat de isa untuk seigeira meilaporkan keijadian 

teirseibut kei tingkat atas, seisuai deingan proseidur yang beirlaku. Tindakan seipeirti ini, 

yang jeilas meilanggar kodei eitik peinyeileinggara peimilu, tidak boleih dibiarkan beigitu 

saja, kareina bisa me irusak inteigritas peimilu seicara keiseiluruhan. Namun, me iskipun 
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keijadian ini sudah me injadi peirhatian di tingkat de isa dan bahkan sudah dianggap 

seibagai "rahasia umum", pe ingawas tingkat deisa tampaknya tidak me ingambil 

tindakan teigas. 

Leibih lanjut, anggota Panwascam te irseibut meinyampaikan bahwa me iskipun 

masyarakat deisa peirnah meilaporkan hal ini, laporan yang dibe irikan hanya se ibatas 

informasi tanpa dise irtai bukti yang cukup. Masyarakat yang me ilapor, yang 

meinggunakan inisial G, me irasa khawatir untuk me imbeirikan bukti yang kuat, 

seihingga laporan te irseibut tidak dapat ditindaklanjuti le ibih lanjut. Hal ini 

meinceirminkan adanya ke ikhawatiran dari masyarakat untuk me ilaporkan 

peilanggaran kareina kurangnya dukungan atau takut te irhadap poteinsi dampak sosial 

yang ditimbulkan. Situasi ini me injadi leibih kompleiks, kareina meiskipun 

peilanggaran teirseibut teilah dikeitahui oleih seibagian beisar masyarakat dan pe ingawas 

tingkat deisa, tidak ada langkah konkreit untuk meinanganinya. 

Peinulis meirasa bahwa teimuan ini seimakin meimpeirjeilas beitapa peintingnya 

transparansi, peineigakan kodei eitik, dan peingawasan yang le ibih keitat teirhadap 

peinyeileinggara peimilu di tingkat lokal. Dalam konte iks peineilitian teisis ini, peinulis 

beirusaha meinggali le ibih dalam meingeinai faktor-faktor yang me inyeibabkan 

leimahnya peinanganan peilaporan peilanggaran seipeirti ini, seirta dampaknya teirhadap 

proseis peimilu yang adil dan kre idibeil. Peinulis juga beirharap agar teimuan ini dapat 

meinjadi masukan untuk me impeirbaiki meikanismei peilaporan dan peingawasan di 

masa deipan, seirta meimastikan bahwa seitiap peilanggaran ditindaklanjuti de ingan 

teigas seisuai deingan keiteintuan yang ada. 
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Dalam kasus yang diungkapkan, te irdapat beibeirapa peilanggaran aturan yang 

dilakukan oleih peinyeileinggara dan peingawas tingkat deisa. Peirtama, anggota Panitia 

Peimungutan Suara (PPS) tingkat de isa teilah meilanggar kodei eitik peinyeileinggara 

peimilu yang meingharuskan me ireika untuk beirsikap neitral, indeipeindein, dan tidak 

teirlibat dalam politik praktis13. Tindakan me ireika yang meineirima titipan uang dari 

tim partai untuk dibagikan ke ipada masyarakat agar me imilih pasangan calon 

teirteintu jeilas beirteintangan deingan prinsip neitralitas yang harus dijaga ole ih 

peinyeileinggara peimilu. Seilain itu, tindakan peingawas yang me imihak dan 

beirinteiraksi deingan tim sukse is calon teirteintu meirupakan peilanggaran langsung 

teirhadap keiteintuan meingeinai neitralitas peinyeileinggara peimilu. 

Peilanggaran lain yang te irjadi  peingawas tingkat de isa beilum seipeinuhnya 

meinjalankan proseidur peilaporan yang teilah diteitapkan. Beirdasarkan aturan yang 

beirlaku, seitiap peilanggaran yang te irjadi harus seigeira dilaporkan keipada peingawas 

tingkat keicamatan (Panwascam) atau Badan Pe ingawas Peimilu (Bawaslu). Namun, 

peingawas tingkat de isa tidak meilaporkan dugaan peilanggaran yang te irjadi dan 

bahkan meimbiarkan keijadian teirseibut dianggap seibagai "rahasia umum," yang 

meinunjukkan keitidakpatuhan teirhadap proseidur peilaporan. Seilain itu, peingawas 

tingkat deisa juga beilum maksimal dalam meinjalankan tanggung jawab peingawasan 

meireika, kareina tidak me inindaklanjuti laporan dari masyarakat dan tidak 

meingambil langkah konkreit untuk meingheintikan peilanggaran teirseibut. 

                                                           
13 Peraituirain Dewain Kehorma itain Penyelenggairai Pemilui (DKPP) Nomor 3 Ta ihuin 

2017 tentaing Kode Etik Penyelengga irai Pemilui. Jaikairtai: DKPP, 2017 
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Teirakhir, peilanggaran teirhadap transparansi dan akuntabilitas juga te irlihat 

jeilas dalam kasus ini. Pe inyimpangan dalam peilaksanaan peimilu yang tidak 

dilaporkan dan tidak ditindaklanjuti de ingan baik meinceirminkan kurangnya 

transparansi dan akuntabilitas dari pe inyeileinggara dan peingawas peimilu di tingkat 

deisa. Seibagai peinyeileinggara peimilu, meireika meimiliki keiwajiban untuk 

meimastikan bahwa peimilu beirjalan deingan jujur, adil, dan transparan14, yang dalam 

hal ini tidak te irlaksana deingan baik. Peilanggaran-peilanggaran te irseibut 

meinunjukkan keitidakprofeisionalan dan keitidakpatuhan teirhadap aturan yang ada, 

yang pada akhirnya dapat me irusak keipeircayaan masyarakat te irhadap 

peinyeileinggaraan peimilu dan inteigritas leimbaga peimilu seicara keiseiluruhan. 

 Dalam kajian seicara Islam peingaturan yang meingatur dalam hal peimbuatan 

keibijakan atau politik adalah siyasah, pe ingaturan disini untuk me inciptakan 

keimaslahatan ummat. Siyasah se indiri beirasal dari kata ساس–يسوس –س ياسة ) sasa, yasusu, 

siyasatan) yang be irarti meingatur, meingurus dan me imeirintah atau peimeirintahan, 

politik dan peimbuatan keibijaksanaan. Peingeirtian seicara keibahasaan ini 

meingisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah me ingatur dan meimbuat 

keibijaksanaan atas se isuatu yang beirsifat politis untuk me incapai seisuatu. Seicara 

teirminologis, Abdul Wahhab Khallaf me indeifinisikan bahwa siyasah adalah 

peingaturan peirundang-undangan yang diciptakan untuk me imeilihara keiteirtiban dan 

keimaslahatan15. 

                                                           
14 Unda ing-Unda ing Repuiblik Indonesia i Nomor 7 Ta ihuin 2017 tenta ing Pemiliha in 

Umuim. Jaikairtai: Sekretairiait Negairai, 2017. 
15 Muihaimma id Iqbail, Fiqh Siya isaih Konstektu iailisa isi Doktrin Politik Isla im, ( Jaikairtai: 

Prena idaimediai Grouip, 2014 ), h. 3-4. 
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   Fiqih Siyasah adalah konse ip dalam hukum Islam yang meimbahas masalah-

masalah politik dan pe imeirintahan. Konseip ini reileivan dalam konteiks peimilihan 

leigislatif kareina meimbeirikan panduan eitika dan prinsip-prinsip yang dapat 

meimbimbing umat Islam dalam beirpartisipasi dalam proseis politik seicara Islami.16 

Fiqih Siyasah me ineikankan peintingnya meimilih peimimpin yang me imiliki kualitas 

moral, keiadilan, dan kompeiteinsi dalam meinjalankan tugasnya untuk ke iseijahteiraan 

umat. Hal ini se isuai deingan prinsip-prinsip Islam yang me ingatur tata keilola 

peimeirintahan dan keiadilan sosial. Deingan meimahami konseip Fiqih Siyasah, 

masyarakat dapat me imbuat keiputusan yang bijak dan be irtanggung jawab dalam 

meimilih wakil le igislatif yang me iwakili nilai-nilai moral dan tujuan ke ibaikan 

beirsama. Deingan deimikian, Fiqih Siyasah me imbeirikan landasan yang kuat bagi 

umat Islam untuk beirkontribusi dalam peimbeintukan keibijakan neigara yang se isuai 

deingan ajaran agama dan ke ipeintingan umum seicara adil dan beirmartabat. 

Adapun diseibutkan didalam Q.S. An nisaa‟ ayat 59, Allah SWT be irfirman  

ا اَطِيْعُ   ينَْ آمَنوُْا ِ اَ الَّذ َيُّه وْهُ اِلَِ يٰٓا ءٍ فرَُده ْۚ فاَِنْ تنَاَزَعْتُُْ فِِْ شََْ سُوْلَ وَاُولِِ الَْْمْرِ مِنْكُْ َ وَاَطِيْعُوا الرذ وا الٰلّٓ

اَحْسَنُ تأَوِْيلًْ  خِرِِۗ ذٓلَِِ خَيٌْْ وذ ِ وَاليَْوْمِ الْْٓ سُوْلِ اِنْ كُنْتُُْ تؤُْمِنوُْنَ بِِلٰلّٓ ِ وَالرذ  الٰلّٓ

Artinya:  Hai orang-orang yang beiriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Nya), dan ulil ‘amri di antara kamu. ke imudian jika kamu be irlainan 

Peindapat teintang seisuatu, Maka keimbalikanlah ia keipada Allah (Al Quran) 

dan Rasul (sunnahnya), jika kamu be inar-beinar beiriman keipada Allah dan 

hari keimudian. yang de imikian itu le ibih utama (bagimu) dan le ibih baik 

akibatnya. 

 

                                                           
16 Muinjair Ibnui Syairif da in Kha imaimi Za idai, “Fiqih Siya isaih Doktrin dain Pemikira in Politik 

Isla im” ( Jaikairtai: PT.Gelorai Aksairai Praitaimai Erla ingga i:2018), h. 96 
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Hal ini me ingideintifikasi dua jalan te irpeinting meinuju deimokrasi yaitu 

kompeitisi dan partisipasi me iningkatnya partisipasi be irarti meiningkatnya jumlah 

warga neigara yang me impeiroleih hak- hak politik dan keibeibasan, seidangkan 

kompeitisi meinyangkut pada te irseidianya hak-hak dan keibeibasan bagi anggota 

sisteim politik.17 Untuk meindukung hal teirseibut, dipeirlukan suatu leimbaga yang 

mampu meindukung peilaksanaan peimilihan umum yang mampu dan be irkompeitein. 

Leimbaga teirseibut adalah Peingawas Peimilihan Umum. 

   Oleih kareina itu, meilalui kajian ini, me inyadari bahwa peintingnya isu ini, 

peinulis meimutuskan untuk me injadikannya seibagai fokus dalam peineilitian teisis 

yang beirtujuan meineiliti leibih dalam meingeinai keitidakneitralan peinyeileinggara 

peimilu dan peilanggaran kodei eitik yang teirjadi. Peineilitian ini juga beirtujuan untuk 

meingideintifikasi faktor-faktor yang meindasari peilanggaran teirseibut seirta 

dampaknya teirhadap peirseipsi masyarakat teirhadap kualitas peimilu. 

Beirdasarkan peimbahasan diatas peineiliti teirtarik meingambil judul Teisis 

Keiweinangan Panitia Peingawas Peimilihan Umum Dalam Meingawasi Peimilihan 

Leigislatif Peirspeiktif Fiqh Siyasah (Studi di Keicamatan Curup Utara Kabupatein 

Reijang Leibong Provinsi Beingkulu). 

B. Ideintifikasi Masalah 

Beirdasarkan latar beilakang peirmasalahan yang te ilah di uraikan di atas, pe inulis 

meilakukan ideintifikasi masalah yaitu se ibagai beirikut : 

                                                           
17 Thoma is Power da in Eve Wa irbuiton.“ Demokra isi di Indonesia i”. ( Jaikairtai: 

Gra imediai.2019), h. 267 
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1. Teirdapat informasi yang tidak ne itral teirhadap peinyeileinggara peimilu 

2. Keiteirbatasan panwaslu te irhadap keiweinangannya dalam meinindaklanjuti 

peilanggaran    

3. Masih teirdapat reigulasi yang tumpang tindih te irhadap keiweinangan panwaslu 

4. Dipeirlukan peinguatan keileimbagaan Bawaslu te irutama beirkeinaan deingan 

peilaksanaan putusan Bawaslu     

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana ke iweinangan Panitia Pe ingawas Peimilihan Umum   

dalam meingawasi peimilihan leigislatif di   Keicamatan Curup Utara 

Kabupatein Reijang Leibong Provinsi Beingkulu? 

2. Bagaimana ke iweinangan Panitia Pe ingawas Peimilihan Umum  

dalam meingawasi peimilihan leigislatif di   Keicamatan Curup Utara 

Kabupatein Reijang Leibong Provinsi Beingkulu peirspeiktif Fiqh Siyasah? 

D. Tujuan Peineilitian 

1. Untuk meinjeilaskan keiweinangan Panitia Pe ingawas Peimilihan Umum   

dalam meingawasi peimilihan leigislatif  di  Keicamatan Curup Utara 

Kabupatein Reijang Leibong Provinsi Beingkulu  

2. Untuk meinganalisis keiweinangan Panitia Pe ingawas Peimilihan Umum  

dalam meingawasi peimilihan leigislatif di   Keicamatan Curup Utara 

Kabupatein Reijang Leibong Provinsi Beingkulu peirspeiktif Fiqh Siyasah   

E. Manfaat Peineilitian  
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 Beirdasarkan peineilitian diatas, maka pe ineilitian yang peineiliti lakukan ini 

meimiliki manfaat hasil peineilitian yaitu:  

1. Seicara teioritis diharapkan dapat me inambah informasi atau wawasan yang 

leibih konkrit se irta seibagai bahan peirbandingan dan reifeireinsi untuk 

peineilitian seilanjutnya dan dapat meinambah ilmu peingeitahuan teintang 

keiweinangan Panitia Pe ingawas Peimilihan Umum peirspeiktif Fiqh Siyasah, 

seirta meilatih peinulis untuk dapat me ineirapkan dan meingaplikasikan te iori-

teiori yang dipe iroleih dari proseis beilajar di peirkuliahan 

2. Seicara praktis hasil pe ineilitian ini diharapkan dapat me imbeirikan informasi 

peimikiran dan peirtimbangan dalam hal ke iweinangan Panitia Pe ingawas 

Peimilihan Umum peirspeiktif Fiqh Siyasah. Hal ini be irtujuan untuk 

meimbeirikan sumbangan peimikiran keipada masyarakat 

F. Peineilitian Teirdahulu 

Dalam  me inunjang peineilitian deingan judul  “Keiweinangan Panitia 

Peingawas Peimilihan Umum Dalam Meingawasi Peimilihan Leigislatif  Peirspeiktif 

Fiqih Siyasah (Studi  ii Keicamatan Curup Utara Kabupate in Reijang 

Leibong Provinsi Beingkulu.) 

Peineiliti teilah meingulas seirta meingkaji dari beibeirapa peineilitian – peineilitian 

yang reileivan  deingan peineilitian ini, diantaranya : 

1. Teisis oleih Ilman bahri Widyananda Mansyur18 deingan judul “Analisis 

Hukum Peilaksanaan Keiweinangan Bawaslu Kabupate in/Kota Dalam Proseis 

                                                           
18 Ilma inba ihri Widya inaindai Mainsyuir. "Anailisis Huikuim Pelaiksainaiain Kewena ingain 

Ba iwaislui Ka ibuipa iten/Kota i Daila im Proses Penaingainain Pelainggairain Kode Etik Pengaiwa is Pemilihain 
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Peinanganan Peilanggaran Kodei Etik Peingawas Peimilihan Umum Ad Hoc”, 

Program Studi Magiste ir Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unive irsitas 

Hasanuddin Makassar. Rumusan masalahnya adalah . Bagaimanakah 

peilaksanaan keiweinangan Bawaslu Kabupate in/Kota dalam proseis 

peinanganan peilanggaran kodei eitik Panitia Pe ingawas Peimilihan Umum Ad 

Hoc?, seihingga hasil pe ineilitiannya adalah Pe ilaksanaan keiweinangan 

Bawaslu Kabupate in/Kota dalam proseis peinanganan peilanggaran kodei eitik 

Panwaslu ad hoc te ilah dilaksanakan pada Pe imilu Tahun 2019, hanya saja 

diniliai beilum eifeiktif peilaksanaannya kareina masih teirdapat beibeirapa faktor 

yang meinjadi peinghambat dalam peilaksanaannya, diantaranya Faktor 

Hukumnya seindiri, faktor keileimbagaan seirta faktor Masyarakat. De ingan 

deimikian peirbeidaan deingan peineilitian peinulis adalah peinulis ingin meingkaji 

beirkeinaan deingan Keiweinangan Panitia Pe ingawas Peimilihan Umum 

Dalam Peilaksanaan Peimilihan Leigislatif  Peirspeiktif Fiqih Siyasah.  

2. Teisis oleih Alnoviano Harjanto19 deingan judul “Reikonstruksi Keiweinangan 

Badan Peingawas Peimilu Dalam Peilaksanaan Peimilihan Keipala Daeirah”, 

Program Magiste ir Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unive irsitas Sriwijaya. 

Rumusan masalahnya adalah Bagaimana Pe ineirapan keiweinangan Badan 

Peingawas Peimilu didalam UndangUndang Nomor 15 Tahun 2011 te intang 

Peinyeileinggaraan Peimilihan Umum dalam peilaksanaan Peimilihan Umum 

                                                           
Umu im Ad Hoc". (Tesis. Progra im Stuidi Ma igister Ilmui Huikuim Faikuiltais Huikuim Universita is 

Haisainuiddin Ma ikaissa ir, 2020). 
19Alnovia ino Hairjainto. "Rekonstru iksi Kewena ingain Ba idain Pengaiwais Pemilui Dailaim 

Pela iksainaiain Pemilihain Kepaila i Daieraih". (Tesis. Prograim Ma igister Ilmui Huikuim Fa ikuiltais Huikuim 

Universitais Sriwija iya i, 2020). 
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Keipala Daeirah ? 2. Tindakan hukum apa yang dapat dilakukan ole ih Bawaslu 

Provinsi Sumateira Seilatan jika teirdapat tindak keicurangan dalam 

Peilaksanaan Peimilihan Umum Keipala Daeirah?. hasil peineilitiannya adalah 

peineirapan keiweinangan Bawaslu Provinsi be ilum seisuai deingan UU nomor 

15 tahun 2011 te intang peinyeileinggra peimilu adalah meimeiriksa, meingkaji, 

dan meimutus peilanggaran administrasi pe imilu. Seiharusnya peinanganan 

peilanggaran seingkeita administrasi peimilu peirlu dipeirjeilas kareina seilama ini 

banyak peirkara peimilu yang diseingkeitakan di MK diluar keiweinangan MK. 

Deingan deimikian peirbeidaan deingan peineilitian peinulis adalah peinulis ingin 

meingkaji beirkeinaan deingan Keiweinangan Panitia Peingawas Peimilihan 

Umum Dalam Peilaksanaan Peimilihan Leigislatif  Peirspeiktif Fiqih Siyasah. 

3. Jurnal ole ih Muhammad Ja’far20 deingan judul “Eksiste insi Dan Inte igritas 

Bawaslu Dalam Pe inanganan Seingkeita Peimilu”, STIK Indone isia Jaya 

Kampus Parigi. Rumusan masalah adalah bagaimanape iran Bawaslu dalam 

peinanganan seingkeita peimilu meinurut aturan hukum di Indone isia. Deingan 

hasil peineilitian Bawaslu meimpunyai peiran yang peinting dalam rangka 

seibagai peingawal Peimilu seisuai deingan yang diamanatkan di dalam 

Undang-Undang te intang Peinyeileinggaraan Peimilu, diseibutkan bahwa fungsi 

Peingawas Peimilu yang dijabarkan dalam tugas,we iweinang dan keiwajiban 

Peingawas Peimilu. Deingan deimikian peirbeidaan deingan penelitian penulis 

adalah penulis ingin mengkaji berkenaan Kewenangan Panitia Pengawas 

                                                           
20 Muihaimma id Ja i'fair. "Eksistensi Da in Integrita is Baiwaislui Da ilaim Penaingainain Sengketai 

Pemilu i". (Juirna il Ilmui Huikuim, STIK Indonesia i Jaiyai Kaimpuis Pairigi, 2020). 
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Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pemilihan Legislatif  Perspektif Fiqih 

Siyasah.\ 

G. Sistematika Penulisan  

Penelitian ini memuat lima ( V ) bab, dimana tiap bab memuat sub bab 

yang penulis jabarkan dibawah ini, guna mempermudah penulisan dan 

penelitian maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut :  

BAB 1 terdiri dari Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.  

BAB II Kerangka Teori terdiri dari,teori kewenangan, teori pengawasan, 

dan fiqh siyasah 

BAB III Metode Penelitian yang memuat jenis dan pendekatan 

penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian,informan penelitian 

dan sumber data. 

BAB IV Memuat Hasil Penelitian dan pembahasan yang meliputi:  

Gambaran umum pengawas pemilu kabupaten Rejang Lebong dan kewenangan 

panitia pengawas pemilihan umum dalam pelaksanaan pemilihan legislative 

perspektif fiqh siyasah. 

 BAB V terdiri dari penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran. 

 


